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PERATURAN WALI KOTA PALU 

NOMOR  13  TAHUN 2020 

TENTANG 

 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN 2021 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
WALI KOTA PALU, 

 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021; 

 
 

SALINAN   



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang   

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3555); 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

 

 



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 590);   

  

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  :   PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU 

TAHUN 2021. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :  

1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah 

dokumen perencanaan nasional untuk perioed 1 (satu) tahun. 



2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun 

waktu 1 (satu) tahun. 

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga 

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

instansi pemerintah. 

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Perda. 

8. Daerah adalah Kota Palu.  

9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 

10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.   

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

 

BAB II 



KEDUDUKAN RKPD  

 

 

Pasal 2 

(1) RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD 

tahun 2016-2021. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai: 

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2021; 

b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Daerah; dan 

c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD 

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Daerah. 

 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RKPD 

 

 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

BAB II    :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III  :  KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  

BAB IV   :  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB V    :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI   :  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

BAB VII   :  PENUTUP 

(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

 

 



 

 


